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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini
merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Berlokasi di  Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka kurang terlaksana dengan baik, hal itu dapat
dilihat dari ketidak sesuaian dalam hal  penyusunan laporan dengan menggabungkan
seluruh  laporan tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
Disebabkan oleh kepala desa yang terlambat menyusun laporannya. Sehingga laporan
semester pertama telat dilaporkan pada camat.

Kata kunci— Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

Abstract
This study aims to determine the accountability of Village Fund Allocation

Management in Konaweha Village, Samaturu District, Kolaka Regency. This study is a
qualitative research method with a descriptive approach. Located in Konaweha Village,
Samaturu District, Kolaka Regency. Data collection techniques in this study use
observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used in data
collection, data reduction, data presentation, verification and concluding. The results of
this study indicate that the Accountability of Village Fund Allocation (ADD) in
Konaweha Village, Samaturu District, Kolaka Regency is not well implemented, this
can be seen from the inconsistency in the preparation of reports by combining all
reports incorrectly in the second week of July of the current year. This is caused by
the village head being late in preparing his report. So that the first semester report
was late in being reported to the sub-district head.

Keywords—Accountability, Management, Village Fund Allocation (ADD)
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1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan suatu sistem
informasi keuangan  yang  bertujuan
untuk  menghasilkan dan  melaporkan
informasi  yang relevan bagi berbagai
pihak yang berkepentingan. Pada
dasarnya tujuan akuntansi adalah untuk
melakukan  pencatatan, = mengumpulkan
serta melaporkan informasi terkait
keuangan, posisi keuangan, dan arus
kas dalam sebuah bisnis.  Akuntansi
pemerintahan adalah salah satu bidang
ilmu yang ada di akuntansi dimana
saat ini  berkembang sangat  pesat
seiring dengan adanya perkembangan
zaman. Hal ini karena adanya tuntutan
transparansi dan akuntabilitas politik atas
dana-dana  masyarakat yang dikelolah
pemerintah, sehingga memunculkan
kebutuhan atas penggunaan  akuntansi
dalam mencatat dan melaporkan Kinerja
pemerintah, manajerial, dan pengawasan.
Pertanggungjawaban yang dilakukan
pemerintah adalah suatu perwujudan dari
penyediaan informasi mengenai  setiap
tindakan atau  kegiatan dan pengelolaan
keuangan yang dilakukan  pemerintah

selama satu  periode.  Akuntansi
pemerintah  juga harus  menyediakan
informasi yang  diperlukan  dalam

proses manajerial, seperti perencanaan,

penganggaran,  pelaksanaa,  pengawasan,

dan evaluasi Kinerja pemerintah.
Permendagri No 20 Tahun 2018

menyebutkan bahwa pengelolaan
keuangan desa  adalah keseluruhan
kegiatan yang  meliputi ~ perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan desa.
besarnya bagi  hasil kepada  pajak
daerah  sebagaimana  dimaksud  untuk
desa sendiri paling sedikit 10% dari
diterimanya retribusi. Sedangkan untuk
besarnya bagian pada dana perimbangan
keuangan pemerintah dipusat dan daerah
yang diterima kabupaten untuk desa
ada sebesar 5% sampai dengan 10%
dari penerimaan  dana  perimbangan
pertahun Setiap desa yang berada di
Indonesia akan diberikan Alokasi Dana
Desa (ADD) vyang jumlahnya sudah
ditentukan setiap tahunnya  dengan
tujuan untuk pembangunan pada desa
tersebut. (Nur, 2021). Akuntabilitas

pengelolaan dana desa adalah
pertanggungjawaban pemerintah desa
dalam  mengelola dana desa, yang
dilakukan berdasarkan prosedur,

kebijakan, dan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku serta sesaui
dengan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan desa (Supadmi dan Suputra,
2018). Masyarakat sebagai pihak yang
memberikan kepercayaan kepada
pemerintah  untuk mengelola keuangan
public berhak untuk mendapatkan
informasi  keuangan  pemerintah  untuk
melakukan evaluasi terhadap pemerintah
(Hehanussa, 2015).

Pemerintahan Desa Konaweha
Kecamatan Samaturu adalah salah satu
desa yang memperoleh Alokasi Dana
Desa berupa dana desa. Dimana setiap
tahun pemerintah Desa Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
menerima dana desa yang jumlahnya
cukup besar, oleh karena itu
pemerintahan  tersebut  dituntut  untuk
melakukan pengelolaan keuangan (dana
desa) harus sesuai  dengan  prinsip
peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun
2018 tentang  Pengelolaan  Keuangan
Desa, serta mengetahui bagaimana
bentuk  penerapan  akuntabilitas  untuk
mewujudkan  pelaksanaan  pemerintahaan
yang baik (Good Governance) di Desa
Konaweha Kecamatan Samaturu
Kabupaten  Kolaka. Desa  Konaweha
merupakan  salah  satu  desa  yang
penduduknya  mayoritas  petani dan
nelayan, sehingga  masyarakat  tidak
memperdulikan tentang pembangunan di
desa dan besarnya dana desa. Dari
observasi awal yang dilakukan Desa
Konaweha, Kecamatan Samaturu,
Kabupaten Kolaka yaitu dalam
menyusun laporan dan menggabungkan
laporan terdapat ketidak sesuaian waktu
dalam  mengerjakannya sesuai  dengan
peraturan yang ada, sehingga kepala
desa  terlambat melaporkan kepada
camat.

Berdasarkan latar belakang masalah
yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Apakah
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Konaweha Kecamatan
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Samaturu Kabupaten Kolaka telah sesuai
dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun
2018?. Penelitian ini  bertujuan  untuk
mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Desa Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
telah sesuai dengan Pemendagri Nomor
20 Tahun  20182?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  mengusung pendekatan
kualitatif ~ karena tujuannya adalah untuk
menghasilkan  informasi  dalam bentuk
narasi  deskriptif yang bertujuan untuk
menjelaskan atau memperoleh
informasi tentang masalah atau
fenomena yang akan diteliti sehingga
dapat mengetahui keadaan sebenarnya.
Metode penelitian ini merupakan
metode penelitian yang digunakan untuk
meliputi  pada kondisi  objek  yang
alamiah, (sebagai lawannya  adalah
eksperimen)  dimana  peneliti  adalah
sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan  data  dilakukan  secara
gabungan (triangulasi), analisis bersifat
induktif, dan hasil penelitian kualitatif
lebih  menekankan makna dari pada
generalisasi.  Objek penelitian  ini
adalah  Desa  Konaweha  Kecamatan
Samaturu  Kabupaten  Kolaka dengan
tujuan untuk mengetahui prinsip dan
penerapan Akuntabilitas pengelolaan
alokasi dana desa dimana  dalam
pengelolaan alokasi dana desa
berpedoman pada Permendagri Nomor
20 Tahun 2018. Jenis data dalam
penelitian  ini adalah data kualitatif
yang disajikan secara deskriptif dalam
bentuk uraian. Sumber data penelitian
ini adalah data primer dan sekunder.
Pengumpulan data dilakukan  melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Proses analisis data meliputi pengumpulan da
ta, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan (verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian
Desa Konaweha merupakan salah
satu dari 17 Desa dan 2 Kelurahan
di  Kecematan Samaturu  Kabupaten
Kolaka yang berdiri Sejak  Tahun
1964 sampai Sekarang yang memiliki

Luas Wilayah 1.178.77 Ha. Dan Desa
ini mempunyai Jarak 9 km dari ibu
kota Kecematan Samaturu.

3.2 Haisil
1. Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi
Dana Desa (ADD)
Berdasarkan data wawancara yang
telah dilakukan kepada Kepala Desa,
Sekertaris Desa dan Bendahara Desa

mengenai Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, pelaporan serta
Pertanggungjawaban yang telah

dilakukan sebagai berikut:
a) Perencanaan

Dari wawancara yang dilakukan
kepada Kepala Desa  Konaweha
mengatakan bahwa: “Untuk tahap
perencanaan langkah yang pertama saya
lakukan sebagai penanggungjawab
Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu saya
adakan dulu musrembang, nah dalam
pelaksanaan  rancangan  penggunanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) vyaitu
didasarkan atas skala prioritas dari
hasil musrembangdesa tahun
sebelumnya. ”

Kemudian menurut Bendahara Desa
Konaweha “Dalam tahap perencanaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan
dulu  musrembang yang yang mana
dana ADD kan sudah ada, kemudian
di susun di APBDesa. Nah dalam
APBDesa dsinimi disusun untuk
pembelanjaan anggarannya. Jika tahun
sudah  berjalan dana anggaran itu
dicairan secara bertahap sesuai dengan
penganggaran. Kemudian RPJM Desa
dilakukan dalam satu tahun periode
kepala desa sedangkan RKP disusun

setiap tahun yang melibatkan
Masyarakat desa.”

Selanjutnya Sekertaris Desa
Konaweha mengatakan bahwa:

“Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
diawali dengan  musrembangdes yang
sebelum pada tingkat desa, dilaksanakan
dulu pada tingkat dusun kemudian baru
dilaksanakan satu tahun atas format
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDesa).”

Dari hasil wawancara yang telah
dilakukan oleh  peneliti, bahwa tahap
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perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Di Desa Konaweha, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah
dilakukan yaitu, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrembangdes)
antara  Kepala Desa, Aparat Desa
dengan Masyarakat Desa yang
didasarkan atas RPJMDes dan membuat
format RKP desa dan disesuaikan
dengan APBDes.

b) Pelaksanaan

Dari wawancara Yyang dilakukan
kepada Kepala Desa  Konaweha
mengatakan bahwa: “Tahap pelaksanaan
dalam musrembang desa, kami terima
semua usulan-usulan Masyarakat
setempat, kelembagaan desa dan saya
sebagai Kepala Desa menjadi
penanggungjawab atas semua itu.”

Kemudian Sekertaris Desa
Konaweha mengatakan bahwa: “dalam
tahap  pelaksaan disesuaikan  dengan
APBDes atas usulan-usulan Masyarakat
setempat yang  diberikan dan  kami
menerima  berbagai  sumber  bantuan
keuangan seperti PAD, ADD, DDS dan
DDL.”

Selanjutnya menurut Bendahara
Desa Konaweha mengatakan
bahwa: “untuk tahap pelaksanaan kami,
sesuai yang telahtertera di RKP untuk
kegiatan satu tahun dan RPJMDes
untuk kegiatan satu periode
berdasarakan visi dan misi dari kepala
desa.”

Dari hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap
pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Konaweha, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah
dilakukan  yaitu, Tahap  Pelaksanaan
sesuai dengan RKP untuk kegiatan satu
tahun dan RPJMDes untuk kegiatan satu
periode atas usulan-usulan  masyarakat
desa sesuai dengan APBDes.

c) Penatausahaan

Dari wawancara yang dilakukan
kepada Kepala Desa  Konaweha
mengatakan bahwa: “Untuk tahap
penatausahaan, dalam pelaksanaan atas
Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan
dengan  menetapkan  bendahara  desa
untuk mengatur semua kegiatan atas
permintaan dan pengeluaran dana

desa.”

Kemudian menurut  Sekertaris Desa

Konaweha mengatakan bahwa:
“Penatausahaan dana desa

dilaksanakan dengan adanya

pendampingan, kepala desa  sebagai
penanggungjawab dan  sekertaris  desa
sebagai pengendali dan dilaksanakan
oleh Tim Pelaksana Kegiatan (7PK).”
Selanjutnya  menurut  Bendahara  Desa
Konaweha mengatakan bahwa:

“Dalam tahap penatausahaan
Alokasi Dana Desa saya mencatat
setiap  penerimaan  dan  pengeluaran
dalam buku kas umum kemudian saya
laporkan kepada sekertaris desa.”

Dari hasil wawancara yang
dilakukan olen peneliti, bahwa tahap
penatausahaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Konaweha, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah
dilakukan  yaitu, Tahap Penatausahaan
dilakukan oleh bendahara desa dengan
mencatat setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum.

d) Pelaporan

Dari wawancara yang dilakukan
kepada Kepala Desa Konaweha
mengatakan bahwa: “Dalam tahap

pelaporan kami menyusun laporan dan
menggabungkan seluruh laporan semester
pertama  tidak  tepat  waktu kami
mengerjakannya pada akhir bulan juli
tahun berjalan sehingga kami terlambat
menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APBDes kepada camat.”

Kemudian Sekertaris Des
dan Bendahara Desa Konaweha
mengatakan bahwa: “Untuk tahap

pelaporan itu  disusun oleh  kepala
pelaksana kegiatan yaitu kaur dan kasi
kemudian di verifikasi oleh sekertaris
desa dan disampaikan kepada camat,
nah laporan vyang disampaikan itu
laporan realisasi pelaksanaan APBDes

yang dikerjakan melalui aplikasi
Siskaudes.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan
oleh  peneliti, bahwa tahap pelaporan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Konaweha, Kecamatan Samaturu,
Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan

yaitu, Tahap pelaporan Untuk menyusun

laporan dan menggabungkan seluruh
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laporan  semester pertamg disusun o!eh Craten Targer ) R aigo )
kepala pel aksana kegl atan kem Ud ! an 1. Pendapatan Desa 1.757.740.500
diverifikasi oleh sekertaris desa lalu di 2. Belanja
sampaikan kepada camat berupa laporan el sataan
realisasi pelaksanaan APBDes tetapi tidak ieg‘f;“;:;:l:zmn S7L792.500 551792700 1.205.947.800
tepat wakt u dalam  menyampaikan pembangunan desa 532202.600  400.000.000  805.947.800

¢. Bidang pembinaan
kepada Camat A keglasyaiipkatan 133.800.000  131.800.000  674.147.800
e) Pel‘tanggungjawaban d. Bidang pemberdayaan
Darl wawancara yang dl Iakukan ina;ﬁ:sl:t 134.770.070 115.700.000 558.447.800
kepada Kepala Desa Konaweha p;;:‘c“aii‘_’ﬁ:f::m dararat | 448:902.030  448.460.000  109.987.800
mengatakan bahwa: “Saya Kepala Desa dan mendesak
. . - Total Belanja 1.821.467.200 1.647.752.700

sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Surplus 109.987.800

Desa (ADD) menyampaikan laporan 3 Pemblayamn S

pertanggungjawaban dari realisasi b. Biaya 11.985.978

pelaksanaan APBDes secara transparan Selisih Pembiayaan (3a-3b) 63.726.900

SILPA Tahun Berjalan 173.714.700

kepada Masyarakat maupun pemerintah.”
Kemudian Sekertaris Desa
Konaweha mengatakan bahwa: “Dalam
tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa (ADD) di pegang oleh Kepala
Desa sebagai  penanggungjawab dan
mengawasi  pelaksanaan  kegiatan TPK
(Tim Pelaksana Kegiatan) dilapangan.”
Selanjutnya menurut Bendahara
Desa mengatakan bahwa: “Untuk tahap
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) vyang akan dilaporkan pada
camat berupa laporan keuangan, laporan
realisasi  perkegiatan, laporan  output
dana  desa, catatan atas laporan
keuangan, dan laporan belanja desa.”
Dari hasil wawancara  yang
dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Konaweha, Kecamatan
Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah
dilakukan yaitu, Tahap
pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai
penanggungjawab dan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban dari realisasi
pelasanaan APBDes secara transparan
oleh masyarakat maupun pemerintahan
serta laporan pertanggungjawaban berisi
laporan keuangan, laporan realisasi
perkegiatan, laporan output dana desa,
catatan atas laporan  keuangan dan
laporan belanja desa.
2. Realisasi APBDesa
Tahun 2022

Konaweha

Gambar 2 Realisais Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Konaweha
Tahun 2022

Sumber: data di olah penulis 2024

1.3 PEMBAHASAN

Tujuan dari  akuntabilitas adalah
untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah
Desa memberikan tugas untuk menambah
nilai dan Kualitas kegiatan pengabdian
kepada Masyarakat. Akuntabilitas memiliki
5 (lima) tahap vyaitu  perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta
pertanggungjawaban sesuai dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada Pasal 31 ayat 1 dalam tahap

perencanaan menyebutkan bahwa
perencanaan pengelolaan keuangan desa
merupakan  perencanaan penerimaan

serta pengeluaran pemerintah desa pada
tahun  anggaran yang  diselenggarakan
dalam APBDesa. Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Desa  (APBDesa)
yang sudah disusun sesuai dengan yang
disebutkan pada pasal 33 yaitu
Sekertaris  Desa  mengoordinasikan

penyusunan peraturan Kepala  Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dan
penelitian bahwa dalam tahap

perencanaan  Desa  Konaweha  sudah
sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari
perencanaan penerimaan dan pengelolaan
keuangan desa  adalah perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintah
desa dalam tahun anggaran yang telah
dianggarkan dalam APBDesa ialah bahan

dari penyusunan peraturan terkait
APBDesa yang mana Sekertaris Desa
telah mengoordinasikan penyusunan

APBDesa sesuai dengan RKPDesa setiap




B 504

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Konawe...

tahunnya. Sehingga penelitian ini sesuali
dengan penelitian terdahulu yaitu
penelitian dari (Robiani siregar, Ratna
sari dewi, dan haidir 2019) dengan
hasil penelitian yang menjelaskan
akuntabilitas perencanaan sudah berjalan
dengan efektif dapat dilihat dari analisis
Masyarakat yang hadir dalam  forum
musyawarah desa.

Pada pasal 43 ayat 1 berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
menyebutkan bahwa pelaksanaan
pengelolaan  keuangan desa  merupakan
penerimaan dan pengeluaran desa
dilaksanakan melalui rekening kas desa
pada bank yang ditunjuk
Bupati/Wakikota. Berdasarkan hasil
wawancara dan penelitian bahwa dalam
tahap pelaksanaan pengelolaan  Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Desa Konaweha
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 yang mana penerimaan
dan pengeluaran desa  dilaksanakan
melalui rekening kas desa  dan
pemerintah desa membuat rekening Kkas
dengan stempel atau spacimen tanda
tangan kepala desa dan kaur keuangan.
Sehingga penelitian ini sesuai dengan
penelitian terdahulu yaitu penelitian dari

(Robiani siregar, Ratha sari Dewi
dan Haidat 2019) dengan hasil
penelitian yang menjelaskan akuntabilitas
pelaksanaan sudah  sesuai  dengan
Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan
dapat dibuktikan dari keterbukaan
informasi  mengenai  jadwal pelaksanaan
dapat dibuktikan dari keterbukaan
informasi  mengenai  jadwal pelaksanaan
fisik yang didanai oleh ADD dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara fisik
maupun administrasi.

Pada pasal 63 berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
menyebutkan bawha penatausahaan
dilakukan oleh  kaur keuangan desa
dengan  melakukan  pencatatan  setiap
penerimaan dan juga pengeluaran dalam
buku kas umum setiap akhir bulan.
Laporan kegiatan ~ yang meliputi membayar,
menerima
penyimpanan ini akan dipertanggungjawabkan
kepada kepala desa. Berdasarkan hasil
wawancara dan penelitian bahwa dalam
pada tahap penatausahaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa  Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
sudah sesuai dengan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 yang mana
penatausahaan  keuangan dilakukan oleh
bendahara desa dengan mencatat
penerimaan dan pengeluaran dalam buku
kas umum dan pencatatan kak umum
disetiap akhir tahun. Sehingga penelitian
ini sesuai dengan penelitian terdahulu
yaitu penelitian dari  (Nurul — magfira,
Karlina ghanzalah Rahman, dan Andi
marlinah  2023) dengan hasil penelitian
yang menjelaskan akuntabilitas
penatausahaan sudah  sesuai  dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
dimana dapat dilihat dari kaur keuangan
desa pallangga telah melakukan serta
membuat  pencatatan  setiap  transaksi
yang dilakukan dengan  menggunakan
aplikasi  SiskKeuDes.

Pada pasal 38 berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
menyebutkan bahwa kepala desa
menyampaikan  peraturan desa  tentang
APBDesa dan peraturan kepala desa
tentang penggabungan  seluruh  laporan
paling lambat minggu kedua bulan juli
tahun berjalan. Berdasarkan hasil
wawancara dan penelitian bahwa dalam
pada tahap pelaporan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Desa  Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
belum sesuai dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 vyang mana
dalam hal penyusunan laporan dengan
menggabungkan  seluruh  laporan  tidak
tepat pada minggu kedua bulan juli
tahun berjalan. Disebabkan oleh kepala
desa yang terlambat menyusun
laporannya. Sehingga laporan  semester
pertama telat dilaporkan pada camat.
Kepala Desa Konaweha  Mengatakan
bahwa:

“Hmmm iya betul untuk
menyusun  laporan  semester  pertama
pelaporan dan penggabungannya kami
terlambat mengerjakannya. Kami
mengerjakan  laporannya  pada  akhir
bulan juli tahun berjalan.  Sehingga
laporan semester pertama kami telat
melaporkannya pada camat.”

Sehingga  penelitian  ini  sesuai
dengan penelitian terdahulu yaitu
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penelitian dari  (Dewi wulandari 2022)
dengan hasil penelitian yang menjelaskan
dalam penerapan akuntabilitas dalam hal
penyusunan  pelaporan realisasi  kepala
desa  tidak  menggabungkan  seluruh
laporan pada minggu kedua bulan juli,
yang disebabkan adanya keterlambatan
pencairan dana dari pusat sehingga desa
mahato  terhalang dan tidak  sesuai
dengan rencana pelaksanaan APBDes.
Pada pasal 70 berdasarkan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
menyebutkan bahwa kepala desa
menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  realisasi ~ APBDesa
kepada Bupati/Walikota melalui  camat
tiga bulan setiap akhir tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dan
penelitian  bahwa dalam pada tahap
pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Konaweha Kecamatan
Samaturu Kabupaten Kolaka  sudah
sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 vyang mana kepala desa
telah menyampaikan laporan
pertanggungjawaban  realisasi ~ APBDesa
kepada Bupati/Walikota melalui  camat
tiga bulan setiap akhir tahun anggaran.
Sehingga penelitian ini sesuai dengan
penelitian terdahulu yaitu penelitian dari
(Marisa putriana, Elyanti rosmaidar dan
Novit nazir  2023) dengan hasil
penelitian yang menjelaskan dalam tahap
pertanggung jawaban sudah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku Dimana
pemerintah desa melengkapi informasi
laporan pertanggung jawaban (LPJ),
surat surat pertanggungan , laporan
realisasi anggaran, serta adanya papan
informasi realisasi dengan andal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
pembahasan mengenai akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
dapat ditarik kesimpulan bahwa,
penerapan akuntabilitas  Alokasi  Dana
Desa (ADD) di Desa  Konaweha
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
kurang terlaksana dengan baik, hal itu
dapat dilihat dari ketidak sesuaian dalam
hal penyusunan laporan  dengan
menggabungkan  seluruh  laporan tidak

tepat pada minggu kedua bulan juli
tahun Dberjalan. Disebabkan oleh kepala
desa yang terlambat menyusun laporannya.
Sehingga laporan semester pertama  telat
dilaporkan pada camat.

5. SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
kesimpulam yang telah disajikan, maka
penulis memiliki beberapa saran yang
bias berguna dan memberikan manfaat
kepada pihak-pihak yang terkait dalam
peneitian ini. Yaitu:

1. Untuk  desa, diharapkan  dalam
penerapkan akuntabilitas pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dapat
telaksana sepenuhnya, yang
mungkin bisa melibatkan
masyarakat dalam proses kegiatan
desa  seperti  musyawarah  atau
rapat-rapat, maupun dalam tahap
perencanaan ataupun tahap
pelaksanaan  Alokasi Dana Desa
(ADD). Dan sebaikanya pemerintah
memberikan praktek untuk
mengelola  Alokasi Dana  Desa
berdasarkan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018.

2. Diharapkan dalam penyusunan
laporan dan menggabungan seluruh
laporan  pemerintah  desa  dapat
melakukannya sebelum waktu yang
telah ditentukan oleh Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018.

3. Untuk peneliti selanjutnya,
diharapkan dapat menambah objek
penelitian maupun variabel lainnya,
serta menambah komponen-
komponen vyang terdapat pada
pengelolaan ADD  secara  detail
termasuk untuk tahapan pembinaan,

pengawasan dan tahap
pengendaiannya agar dapat
mendapatkan hasil penelitan yang
baik.
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